Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Untuk Bulan Oktober 2023 Sebesar
Rp 300 Ribu

Pencairan BLT Dana Desa
untuk bulan Oktober 2023
Sebesar Rp 300 Ribu
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Pada awal bulan Oktober tahun 2023, pemerintah Republik Indonesia melalui
Kementerian Sosial terkait pencairan lima bantuan sosial (BLT) yang akan dilakukan pada
bulan Oktober 2023. BLT Dana Desa merupakan program yang ditujukan untuk memberikan
bantuan uang kepada keluarga yang kurang mampu di desa-desa, dengan sumber dana yang
berasal dari dana desa untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Informasi lebih
lanjut tentang program BLT Dana Desa dapat ditemukan di situs resmi Kementerian Desa,
Pembangunan  Daerah  Tertinggal, dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia
(https://sid.kemendesa.go.id/).

Program ini menawarkan pencairan BLT Dana Desa sebesar Rp 900 ribu dengan
periode Oktober-Desember 2023. Namun, untuk bulan Oktober, jumlah dana yang akan
diberikan di seluruh provinsi Indonesia mencapai 6.683.547.

Syarat Penerima BLT Dana Desa

Untuk menjadi penerima BLT Dana Desa, terdapat persyaratan yang perlu dipenuhi. Berikut

adalah beberapa persyaratan yang diperlukan:

1. Keluarga yang memiliki gaji bulanan rendah, kurang mampu, atau termasuk dalam
masyarakat miskin yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem.
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Keluarga yang terkena dampak pandemi COVID-19 namun tidak pernah menerima
bantuan baik dari pemerintah maupun sumber lain.

Keluarga yang memiliki anggota yang menderita atau mengalami penyakit kronis, rentan
terhadap penyakit, atau penyakit yang sudah menahun.

Anggota keluarga yang sudah lanjut usia atau menjadi anggota keluarga yang tunggal.
Keluarga yang telah berhenti mendapatkan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta
mengalami kesulitan ekonomi.

Cara Cek Penerima BLT dana Desa
Untuk memeriksa apakah Anda memenuhi syarat sebagai penerima BLT Dana Desa, berikut
adalah langkah-langkah yang dapat Anda ikuti:

1.
2.

N o o~ w

Buka browser di perangkat Anda.

Kunjungi situs resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia (https://sid.kemendesa.go.id/).

Cari opsi “Cek Data Penerima BLT Dana Desa” atau sejenisnya di halaman utama SID.
Isi informasi yang diminta, seperti nama, NIK, atau nomor Kartu Keluarga (KK).

Klik tombol “Cari” atau “Cek’ untuk melanjutkan.

Tunggu sejenak hingga sistem memproses data.

Hasil pencarian akan muncul, menunjukkan status penerimaan Anda dalam program
BLT Dana Desa tahun 2023.

Cara Mendaftar BLT Dana Desa
Bagi Anda yang ingin mendaftar untuk mendapatkan bantuan Dana Desa pada tahun 2023,
berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:

1.
2.

Pastikan memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.

Siapkan dokumen yang dibutuhkan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu
Keluarga (KK), bukti kependudukan di dalam KSK (Kartu Sehat Keluarga), dan
dokumen pendukung lainnya.

Carilah informasi lebih lanjut tentang BLT Dana Desa di kecamatan atau posko-posko
desa setempat. Anda juga dapat mengunjungi kantor desa atau situs web resmi
pemerintahan untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Setelah mendapatkan informasi pendaftaran, kunjungi kantor desa dengan membawa
semua dokumen yang dibutuhkan.
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5. Isilah formulir yang disediakan dengan benar dan sesuai dengan kenyataan. Pastikan
data yang Anda berikan valid.

Serahkan formulir beserta dokumen pendukung kepada petugas yang bertugas.

7. Tunggulah proses verifikasi untuk mengetahui apakah Anda lolos sebagai penerima
bantuan BLT Dana Desa.

8. Jikalolos verifikasi, Anda akan mendapatkan dana bantuan sesuai dengan peraturan desa
setempat.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, diharapkan masyarakat yang memenuhi
syarat dapat mendapatkan bantuan Dana Desa yang diharapkan dapat meringankan beban
ekonomi mereka

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa tahun ini Pemerintah Kalimantan
Selatan (Kalsel) melaporkan sebanyak 1.864 desayang mendapatkan dana desa dari
Kemenkeu. Sebelumnya terdapat pemekaran wilayah di tiga kecamatan yang menghasilkan
delapan desa baru di Kabupaten Tanah Bumbu. Oleh karena itu, jumlah desa yang ada di
Kalsel berubah dari yang semula 1.864 desa menjadi 1.872 desa.

Dikutip inNalar.com dari laman resmi Pemprov Kalsel kalselprov.go.id, Kabid
Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel menyatakan
bahwa meskipun tahun ini hanya 1.864 desa yang mendapatkan dana, akan tetapi di tahun
2024 mendatang 8 desa lainnya juga akan mendapat aliran dana desa. Delapan desa yang
baru tersebut sudah resmi dan akan mendapatkan hak yang sama juga dalam penerimaan
aliran bantuan dari pemerintah pusat. Jumlah dana yang akan diterima oleh 8 desa baru itu
juga sama dengan yang lain yakni senilai Rp 1 miliar.

Pemekaran wilayah yang terjadi di Kalsel melibatkan tiga kecamatan berbeda, yakni
Kecamatan Satui, Kecamatan Simpang Empat, dan Kecamatan Karang Bintang. Pada
Kecamatan Satui, terdapat 4 desa baru hasil pemekaran yakni Desa Sidorejo, Desa Berkat
Mufakat, Desa Makmur Jaya, dan Desa Beruntung Raya. Sedangkan untuk Kecamatan
Simpang Empat terdapat 3 desa baru bernama Desa Piajau Mulia, Desa Kupang Berkah
Jaya, dan Desa Hidayah Makmur. Terakhir, Kecamatan Karang Bintang hanya memiliki
1 desa hasil pemekaran bernama Desa Nunggal.

Dengan adanya pemekaran wilayah ini, Pemprov Kalsel dan Pemkab Tanah Bumbu
berharap dapat mendongkrak perekonomian masyarakat dan membuat pelayanan publik
lebih mudah untuk dijangkau. Sebelumnya yang mengajukan pemekaran wilayah di Kalsel
capai hingga ribuan pengajuan, namun yang diterima dan disahkan hanya tiga kabupaten,
salah satunya Kabupaten Tanah Bumbu.
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Kemudahan yang didapat juga tidak hanya pada aspek administrasi saja dengan adanya
pemekaran desa.

Namun juga akan memberikan peluang dan kesempatan desa tersebut untuk menggali
potensi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan  masyarakat. = Kemudian,
kemandirian desa juga akan terbina dengan pelayanan publik yang lebih dekat dan cepat
diakses

Sumber Berita

1. https://umsu.ac.id/berita/pencairan-blt-dana-desa-untuk-bulan-oktober-2023-sebesar-
rp-300-ribu/, Pencairan BLT Dana Desa Untuk Bulan Oktober 2023 Sebesar Rp 300
Ribu, (09/11/23)

2. https://www.innalar.com/regional/3679922561/sebanyak-1864-desa-di-kalsel-terima-
dana-desa-dari-kemenkeu-tahun-2023-8-lainnya-tahun-depan-mengapa, Sebanyak
1.864 Desa di Kalsel Terima Dana Desa dari Kemenkeu Tahun 2023, 8 Lainnya Tahun
Depan. Mengapa?, (24/08/23)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara® dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 20202,

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa
adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

L https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016
2 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020
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tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6
Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut
dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana
Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2)
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4)
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat; dan

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1)
Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
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2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2)
Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan
Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6
Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6
Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
harus memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat Desa berupa :

a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program
dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada
meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:

1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;

2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;

3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;

4) meningkatkan pendapatan asli Desa.

c. penanggulangan kemiskinan;

Diutamakan untuk:

1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;

2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;

3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai
untuk menyediakan lapangan kerja;

4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang
menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;

5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan
program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
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6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6
Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud
antara lain :

a. hurufdangka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan
sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non
alam; dan

b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan
sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6
Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud
merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran
penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau
skala besar, paling sedikit berupa: a. Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19); dan

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6
Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa
BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional,
program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk
mendukung pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;

2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa
tanpa membeda-bedakan;

3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya
dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai
kemanusiaan universal;

4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk
keberlanjutan kehidupan manusia;
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5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang
didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan
kewenangan Desa; dan

6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya
berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan
pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinas.

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diprioritaskan
untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa
Pada Bab Il Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk
program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi:

e Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;

o Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan

o Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.
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